o
Dadang Solihin | 14

Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

iI2en @U@ asan

B— T —

@@&M@ma}mﬂm@m ﬂéﬁ

—_—

Workshop Tim Analisis Kebijakan Bappenas
‘Santlka Hotel BSD City, Serpong, 22 April 2015




\ ' e &
o A\\\J \ /‘M AL
:f Doktor limu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran
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~ Denver, USA ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja j
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PILKADA PEMILIHAN
SERENTAK |EEE) SECARA LANGSUNG
TAHUN 2015 OLEH RAKYAT

4

BERDASARKAN
SUBSTANSI
PERPPU NOMOR 1

TAHUN 2014
DIHARAPKAN DAPAT ‘

DITETAPKAN MENJADI
J PERPPU NO.1/2014
UNDANG-UNDANG

AKAN DIBAHAS OLEH

TENTANG PEMILIHAN
DPR-RI PADA BULAN

GUBERNUR, BUPATI, sihis il S

DAN WALIKOTA
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A. SKENARIO TAHAPAN PILKADA SERENTAK

"\

PEMILIHAN SERENTAK TAHAP PERTAMA
PADA TAHUN 2015 UNTUK PARA GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA YANG MASA JABATAN
BERAKHIR TAHUN 2015.

-
PEMILIHAN SERENTAK TAHAP KEDUA

PADA TAHUN 2018 UNTUK GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA YANG MASA JABATAN
BERAKHIR TAHUN 2016, 2017, DAN 2018.
- 2016 & 2017 DIISI PENJABAT SAMPAI
DENGAN TERPILIH GUBERNUR, BUPATI, DAN
g WALIKOTA DEFINITIF TAHUN 2018

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA SERENTAK SECARA NASIONAL
PERTAMA KALI DIMULAI TAHUN 2020

dadang-solihin.blogspot.com




B. PROYEKSI TAHAPAN PILKADA SERENTAK

PILKADA
2015

204
DAERAH

PILKADA
2016

100 DRH
(PENJABAT
S.D 2018)

PILKADA
2017

67 DRH
(PENJABAT
S.D 2018)

PILKADA
2018

PILKADA
2019

MASA JABATAN
5 TAHUN

4 )

285 MASA
PILKADA JABATAN
SERENTAK 2 TAHUN

TAHUN
2018 N Y

DIISI OLEH
PENJABAT KDH
SAMPAI
TAHUN 2020

CATATAN : SUDAH TERMASUK 15 DOB TAHUN 2013 & 3 DOB TAHUN 2014.

dadang-solihin.blogspot.com

PILKADA
SERENTAK
TAHUN
2020
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DAERAH
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Ruang Lingkup SPPN

« UU 25/2004 tentang SPPN mencakup landasan hukum
di bidang perencanaan pembangunan baik oleh
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

dadang-solihin.blogspot.com 8



Tujuan SPPN

e
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RPJM Daerah

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah

yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional,

memuat:

arah kebijakan keuangan Daerah,

strategi pembangunan Daerah,

kebijakan umum, dan

program SKPD, lintas SKPD, dan

5. program kewilayahan

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sumber: Pasal 5 UU 25 Tahun 2004

W N e
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No

Peraturan terkait Penyelarasan
RPJMN dan RPJMD

Peraturan

Undang-Undang
Peratuan Pemerintah
Peraturan Menteri
Surat Edaran Bersama

Peraturan lainnya

SPPN

UU 25/2004
PP 40/2006
Permen PPN 1/2014

0199/M PPN/04/2010

Juklak Sesmen PPN No.
3/Juklak/Sesmen/06/2014

dadang-solihin.blogspot.com

Pemerintahan
Daerah

« UU 32/2004
- UU 23/2014

PP 8/2008

Permendagri
54/2010

28/2010
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Hubungan Dokumen
Perencanaan Pusat dan Daerah

RPIP Mengacu RPJP
Nasional Daerah
Renstra K/L I RPJM Memperhatlkarl RPJM <L.| Renstra
? Nasional Daerah I SKPD
berpedoman RKP <€ | RKP Daerah
T v
Renja K/L | Renja SKPD
‘ Prioritas
pembangunan
> Nasional
O Sumber: UU 25/2004
pagu indikatif

dadang-solihin.blogspot.com 12



Kerangka RPJMD

W

o1

Arah kebijakan keuangan daerah
Strategi pembangunan daerah
Kebijakan umum

Program satuan kerja perangkat
daerah

Program lintas satuan kerja perangkat
daerah,

Program kewilayahan

Rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif

Sumber: Pasal 5 UU 25 Tahun 2004

dadang-solihin.blogspot.com 13



Fungsi RPJMN

 RPJM Nasional berfungsi
sebagai:
1. Pedoman penyesuaian dalam

rangka penetapan Renstra-
KL: dan

2. Bahan penyusunan dan
perbaikan RPJM Daerah
dengan memperhatikan tugas
pemerintah daerah dalam
mencapai sasaran nasional
yang termuat dalam RPJM
Nasional

Sumber: Pasal 17 PP 40/2006

dadang-solihin.blogspot.com 14



Penyesuaian RPJMD
terhadap RPJMN

Penyesuaian RPJMD dengan
RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui
Bilateral Meeting Penyesuaian
RPJMD dengan RPJMN 2015-2019.

Sumber: Pasal 14 Permen PPN 1/2014

dadang-solihin.blogspot.com 15



Alur Penyusunan RPJMN
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Sumber: Juklak Sesmen PPN 3/2014
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Bilateral Meeting

Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-
2019 adalah pertemuan dua pihak antara Kementerian
Perencanaan dengan Pemerintah daerah Provinsi yang bertujuan
untuk menjaga konsistensi sasaran masing-masing
program/kegiatan pokok RPJMD dengan sasaran
program/kegiatan strategis nasional, penyesuaian target dan
pendanaannya.

.t

RPJMD tidak mengatur kegiatan pokok di dalamnya

Sumber; Pasal 1 Permen PPN 1/2014

dadang-solihin.blogspot.com 17



Penyesuaian RPJMD dengan
RPJMN 2015-2019

« Tujuan Penyesuaian RPJM Daerah

- - dengan RPJM Nasional 2015-2019:
-. "d 1. Menjaga konsistensi dan sinegitas
— . — . sasaran dan arah kebijakan

“ pembangunan yang tertuang dalam
. RPJMN 2015-2019 menjadi prioritas

dalam RPJMD terkait.

2. Meningkatkan koordinasi dan
kesepahaman dalam rangka mencapai
sasaran pembangunan nasional.

Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen
PPN 3/6/2014

dadang-solihin.blogspot.com 18



Penyesuaian RPJMD dengan
RPJMN 2015-2019

|

RPJMN
2015-2019 Pemda Prov e P e ‘
J_
< Penyesuaian RPIJMD
- dgn RPJMN Penyesuaian
Sosialisasi » Penyusunan | Perbaikan RPJIJMD dengan
L RPJMN RPJMD RPJMD RPJMN
l |
Bilateral
meeting
Belum sesuai Sesual
v W
Penyesuaian Penyempurnaan Penetapan
RKPD RPJMD > RPJMD

Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen PPN 3/6/2014

dadang-solihin.blogspot.com
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Penyesuaian RPJMD dengan
RPJMN 2015-2019

* Penyesuaian RPJMD kepada RPJMN:

1. Konsistensi Sasaran Pokok RPJMD dengan Sasaran Pokok
Nasional

2. Konsistensi Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Daerah mendukung pencapaian Prioritas Nasional

3. Penyesuaian Target RPJMD dengan Target Prioritas Nasional
Terkait

4. Penyesuaian Pendanaan yang Dialokasikan

« Khusus untuk kegiatan strategis nasional, RPJMD harus
menyesuaian arah kebijakan dan strategi, sasaran program dan
kegiatan yang mendukung kegiatan strategis nasional tersebut.

Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen
PPN 3/6/2014

dadang-solihin.blogspot.com 20



Perencanaan Pembangunan Daerah

« Daerah sesuai dengan
kewenangannya menyusun
rencana pembangunan Daerah
sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan
pembangunan nasional

* Rencana pembangunan Daerah
dikoordinasikan, disinergikan, dan
diselarasankan oleh Perangkat
Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan
Daerah

Sumber: Pasal 260 UU 23/2014

dadang-solihin.blogspot.com 21



Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah

« RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah yang memuat :

1.

a s~ D

N O

tujuan,

sasaran,

strateq,

Arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,

program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat

iIndikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sumber: Pasal 263 UU 23/2014

dadang-solihin.blogspot.com 22



Perubahan Dokumen
Rencana Pembangunan

RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil
pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat

¥

Dasar Hukum Perubahan RPJMD untuk
Penyelarasan terhadap RPJMD

Sumber: Pasal 264 UU 23/2014

dadang-solihin.blogspot.com 23



Evaluasi Rancangan Dokumen
Rencana Pembangunan

« Evaluasi terhadap rancangan
Perda Provinsi tentang .
RPJMD yang dilakukan oleh Diperuntukkan
Menteri (Mendagri) bagi RPIMD
dilaksanakan untuk baru, sedangkan

— menguji kesesuaian dengan belum ada aturan
RPJPD Provinsi dan RPJMN, bagi RPIMD

— kepentingan umum dan/atau eksisting

— ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi

Sumber: Pasal 269 UU 23/2014

dadang-solihin.blogspot.com 24



Keselarasan RPJMD dan RPJM

Strategi dan arah kebijakan Strategi, kebijakan umum, kerangka
ekonomi makro, dan prioritas

pembangunan Jangka menengah 2 nasional sebagaimana tercantum
st (Belo W XPelill) dalam Buku | RPIMN 2010-2014;

Pencapaian sasaran rencana

pembangunan bidang-bidang

agaimana tercantum dalam Buku
Il RPIJMN 2010-2014;

Kebijakan umum dan program
pembangunan jangka menengah —3| <eb
daerah (Bab VII)

: Pencapaian sasaran dan arah
Pencapaian sasaran program embanaunan kewilavahan
pembangunan jangka menengah > P g y

sebagaimana tercantum dalam Buku
daerah (Bab Vi) Il RPIMN 2010-2014.

Sumber; Pasal 3 SEB 3 Menteri/2010

dadang-solihin.blogspot.com 25



Kementerian PPN/
Bappenas

TR




Tahapan Pelaksanaan

Penyampaian

Ve

A

RPJMD
Pengkajian Oleh
Administrasi Bappenas (tim
i Penyelarasan)
Penerimaan
RPJMD )
Penyerahan L Bilateral Meeting
Dokumen kpd Tim )
Penyelarasan
7

dadang-solihin.blogspot.com

Penetapan

Hasil

Perumusan
Rekomendasi

Integrasi
Rekomendasi ke
dalam RPJMD

Y
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Ruang Lingkup Penyelarasan

Sasaran Pokok Pembangunan

Tujuan dan Sasaran RPJMD ——> )
Nasional

Strategi Pembangunan

Daerah —> Tema Pengembangan Wilayah

Arah Kebijakan

Pembangunan daerah —> Tujuan Pengembangan Wilayah

dadang-solihin.blogspot.com 28



Penyelarasan Sasaran Makro

Indikator Target RPIJMD Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat Pengangguran

Tingkat Kemiskinan

|-

| —
) S—
.

5

AN

dadang-solihin.blogspot.com 29



Penyelarasan Sasaran Pokok

|. Sasaran Makro

1. Indeks Pembangunan Manusia

3. Indeks Gini

4. Kepesertaan Program SJSN
Ketenagakerjaan
- Pekerja Formal

- -Pekefjalnformal
Dst...

dadang-solihin.blogspot.com 30



Wilayah

Papua

Maluku

dst...

Penyelarasan Strategi

« Penyelarasan Strategi (RPJMD) terhadap Tema Pengembangan
Wilayah (RJMN)

Strategi Pembangunan

Tema Pengembangan Daerah

Percepatan pengembangan industri berbasis
komoditas lokal yang bernilai tambah di
sektor/subsektor pertanian, perkebunan,
peternakan dan kehutanan;

Dst ...

Produsen makanan laut dan lumbung ikan
nasional
Dst ...

dadang-solihin.blogspot.com 31



Penyelarasan Arah Kebijakan

« Penyelarasan arah kebijakan (RPJMD) terhadap Tujuan
pengembangan wilayah (RPJMN)

Wilayah

Nusa Tenggara

Sulawesi

Sumatera

Dst...

Tujuan Pengembangan

pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan
industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi,
garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga;
penyediaan infrastruktur wilayah;

dst

pengembangan industri berbasis logistik, komoditas kakao,
jagung, perikanan, padi, rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan
gas bumi, serta pengembangan pariwisata bahari;

dst

pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta
pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit,
karet, timah, bauksit, dan kaolin;

Dst...

dadang-solihin.blogspot.com

Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah
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Kementerian PPN/ .
Bappenas

SimulasifPenyelarasan
RPQDM@EE&PQDMM




Perkeretaapian Diperuntukkan bagi

Pengangkutan Penumpang dan Barang

RPIJMN

RPJMD

~wn P

Pembangunan Jalur KA Banda Aceh-Lhokseumawe
Pembangunan jalur KA Banda Lhokseumawe-Langsa-Besitang
Pembangunan jalur KA antara Bireun - Lhokseumawe
Pembangunan jalur KA antara Sigli - Bireun (tahap 1)

dadang-solihin.blogspot.com
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PERHUBUNGAN DARAT

RPJMN RPJMD
1. Revitalisasi Kawasan Terminal di Banda Aceh (Keudah dan
Peunayong)
dadang-solihin.blogspot.com 35




PERHUBUNGAN UDARA

RPIJMN

RPJMD

No absoenPE

Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda
Pengembangan Bandara Maimun Saleh, Sabang
Peningkatan Bandara Lasikin

Peningkatan Bandara Gayo Lues

Peningkatan Bandara Rambele

Peningkatan Bandara Cut Nyak Dhien
Peningkatan Bandara T.Cut Ali

dadang-solihin.blogspot.com
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PERHUBUNGAN LAUT

RPIJMN

RPJMD

o0k w0 E

Pembangunan dan Perluasan Pelabuhan Krueng Geukuh
Pengembangan Pelabuhan Sabang

PembangunanPelabuhan MalahayatiBanda Aceh*
Pembangunan Pelabuhan Susuh di Teluk Surin Aceh Barat Daya
Pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa

Pengembangan Pelabuhan Singkil

dadang-solihin.blogspot.com
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JALAN

RPIJMN

RPJMD

a s owDdPE

Pembangunan Jalan Kruengraya-Tibang

Pembangunan Jalan Gempang - Pameuh

Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Simelue

Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Weh (Sabang - Keuneukal)
Pembangunan Jalan Takengon-Sp.Peut

dadang-solihin.blogspot.com
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ENERGI

RPIJMN

RPJMD

1. Revitalisasi kilang LNG Arun 400 mmscfd

dadang-solihin.blogspot.com
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ASDP

RPJMN RPJMD
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Meulaboh*
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sinabang
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P.Banyak
dadang-solihin.blogspot.com 40




KETENAGALISTRIKAN

RPIJMN

RPJMD

1. PLTGU/MGU Sumbagut-2 Peaker (Arun) 250 MW

2. PLTU Meulaboh #3 200 MW

3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi

dadang-solihin.blogspot.com
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TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RPIJMN

RPJMD

1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

dadang-solihin.blogspot.com
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SUMBER DAYA AIR

RPJMN

RPJMD

©COoNOOL~WDNE

Pembangunan Waduk Jambo Aye Kab. Aceh Utara & Timur

Pembangunan Waduk Kreuto Aceh Utara

Pembangunan Waduk Rukoh & Tiro Pidie

Pembangunan Waduk Lawe Mamas | Aceh Tenggara

Pembangunan Waduk Lawe Atas Aceh Tenggara

Pembangunan Waduk Lawe Mamas Il Aceh Tenggara

Integrated Participatory Development and Management Lhok Guci Irrigation Aceh Jaya
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Kr. Pase Aceh Utara

Pembangunan Jaringan Irigasi D.l. Jambo Aye Kanan Aceh Utara

. Pembangunan Jaringan Irigasi D.l Jamuan (extension) Aceh Utara

. Pembangunan Bendung D.l. Peureulak Aceh Timur

. Pembebasan Lahan D.I. Peureulak & D.I. Lhok Guci Aceh Timur dan Aceh Jaya

. Pembangunan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Kr. Singkil Aceh Singkil -

Kota Subulussalam

. Pengendalian Banjir Sungai Lawe Bulan Aceh Singkil

. Pengamanan Pantai Permukiman Kota Meulaboh Aceh Barat

. Pengamanan Muara Krueng Peudada Bireun

. Pembangunan Pengamanan Pantai krueng Raya kec. Mesjid Raya Aceh Besar

. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Aceh Utara

. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Aceh Singkil

. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Nagan Raya

. RESTORASI SUNGAI Sungai Lawe Alas Dan Lawe Bulan A. Tenggara & Aceh Singkil

. RESTORASI SUNGAI Sungai Kr. Baro. Kr. Tiro Dan Krueng Aceh Aceh Besar, Pidie dan

Pidie Jaya

dadang-solihin.blogspot.com
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PENDIDIKAN

RPIJMN

RPJMD

Science Park Berbasis Kebencanaan di Kota Banda Aceh
Techno Park berbasis komoditas kopi (di Kabupaten Aceh Tengah
dan Kabupaten Bener Meria) dan kakao (Kabupaten Pidie dan
Kabupaten Pidie Jaya).

Techno Park berbasis lobster dan udang di kabupaten Simeulue
Penambahan 2 rumah budaya

dadang-solihin.blogspot.com
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KESEHATAN

RPIJMN

RPJMD

Peningkatan kapasitas RS regional (6 RS)

Peningkatan fasilitas kesehatan dasar (puskesmas baru, rehabilitasi
puskesmas, pusling)

Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan

Pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin

dadang-solihin.blogspot.com
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Penyelarasan RPJMD-RPJMN

dalam Multilateral Meeting

Koordinasi Perencanaan Multilateral/K/L/D terhadap masing-masing

N o oA wN

Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) meliputi:
1. -

Kedaulatan pangan
Kedaulatan enerqgi
Kemaritiman
Industri/Kawasan Industri
Pariwisata

Revolusi mental
Kawasan Perbatasan

dadang-solihin.blogspot.com 46



1. Kedaulatan Pangan

Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan &

Kemen Agraria & TTR; Kemen P ‘ pembukaan
1 juta lahan
sawah baru
Reforma agraria .
9 juta Ha Perbalkaq dan
pemb. Jaringan

irigasi, Kemen PU;
bendungan, Kementan

pasar, dan
sarpras emendag;
transportasi Pemda

Pengendalian

Kemendag;
impor pangan

Kemen Pertanian

BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN

Peningkatan

kemampuan
Stop konversi

Kemen Pertanian; :
. . petani
Kemen Perindustrian; Pemb. lahan produktif | Kemen Agraria & TTR
Pemda Agribisnis KEDAULATAN
kerakyatan
PANGAN

Pemulihan

. kualitas Kemen Pertanian;
- Pendlrlap bank kesuburan . !

Bank Indonesia; pertanian & lahan; 1000
Kemen Koperasi M Desa Mandiri 3UMDes- Dana Desa)

Gudang dgn p

- Benih
fasilitas
pengolahan
pasca panen

di sentra
produksi;

Kemen Pertanian;
Kemen BUM

dadang-solihin.blogspot.com
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2. Kedaulatan Energl

Kemen ESDM;
Kemen BUMN

Kemen ESDM; - b \
Kemen BUMN; Peningkatan Pembangunan | Tata kelola yg
Kemendag; produksi n_unyak kilang migas efektif & efisien Kemen ESDM;
’ industri migas \ Kemen BUMN;
dan energi (a.l | .
kontrak  SKK Migas

) / bumi
Pertamina | memperpanjangu | \\
\ sia sumur2 tua | |
| dan Pengendali / L pembelian | Pertamina, PLN, PGN

\
dalian _
impor minyak minyak jangka
menengah)

Kemen Keuangan;/ o Percepatan

Kemen ESDM; Pembangu

Kemen BUMN ;/ Sistem fiskal yg \\ | Pembangkit listrik \ Kemen ESDM;
dan peningkatan \ Kemen BUMN;

‘ flexibel

Pengalihan
Transportasi ‘
/| berbasis BBM \

Kemen ESDM; [
Kemen Perhubungan \ ke gas
\ (percepatan

Kemen Perindustrian
Pembangunan
SPBG)

Penggunaan Batu / PLN; PGN

bara dan Gas utk
\{)dukm LISW
s / \ Kemen ESDM;
\ Kemen Keuangan

Realokasi
subsidi BBM ke \Kemen BUMN

BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN

KEDAULATAN
ENERGI

\

bnofuel/ Kementan
/Pemngkat}

/ \
Kemen ESDM; ‘/ Iklim investasi \‘ kapasitas
em=Kguangan; | migas yg tangki/minyak
\ ondusit mentah, BBM, Kemen ESDM;
Pengembangan dan LPG . ’
energi baru & Pertamina
terbarukan
Kemen ESDM;
Kemen BUMN; Kemen Ristek -
48

dadang-solihin.blogspot.com



3. Kemaritiman

Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen H
Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbanka

Peningkatan
kapasitas dan
pemberian akses
terhadap sumber

) modal, sarana Pembangunan
Peningkatan produksi, 100 sentra
Kemen KP produksi infrastruktur, perikanan shg Kemen KP; Kemen Hub
perikanan dua teknologi dan tempat n BUMN:
Kali lipat (40-50 pasar pelelangan tkan ’
; terpadu dan
juta ton per pembangunan 24
pelabuhan

tahun pada thn
strategis

2019

Kemen KP;

POLRI;
men Hukum HAM;

Pemberantasan
illegal,
unregulated
dan unreported

Mendesain tata
ruang wilayah
pesisir dan lautan

BAPPENAS : KOORDINASI

Kemen KP; yg mendukung
kinerja PERENCANAAN
pembangunan MENKO : KOORDINASI fishing (IIU)
PELAKSANAAN

maritim dan
perikanan

emen Agraria & TTR;

PEMBANGUNAN
KEMARITIMAN

~ Mengurangi
intensitas

penangkapan di

Penerapan best

Kemen KP; aquq—culture
practices untuk kawasan
underfishing
sesuai batas

komoditas-
komoditas
unggulan

Kemen Ristek DIKTI
kelestarian

Peningkatan luas
Penguatan

kawasan konservasi
perairan berkelanjutan
el keamanan laut, Kemen Han
Kemen KP; (17 ) daerah
’ penambahan kawasan Kemen KP:
konservasi 700 ha dan perbatasan dan r
rehab. Kerusakan pengamanan Kemen Dagri;
KemenLu.

lingkungan pesisir & SDA dan ZEE

laut

emrenH & Hut;
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5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata

Kemen Pariwisata; Kemen PU;

Kemen Perhubungan; Kemen BUM

Percepatan
Pembangunan

L. Akses
Kemen Pariwisata; - Transportasi Percepatan Kemen Pariwisata;
Pemda Pl s Pembangunan
Jumlah Investor

Kominfo;

. Akses Informasi
Nasional

dan Komunikasi

Kemen Pariwisata; Kebijakan

Peningkatan Kemen Pariwisata;
emen Keuangan; Anggaran BAPPENAS : KOORDINASI Infrastruktur an Budaya Dikdasmen;
Pembangunan PERENCANAAN Pengembangan
Pemda Pariwisata MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

Budaya Lokal ’
PEMBANGUNAN
KARAKTER
DAN POTENSI

PARIWISATA

Percepatan
Keterlibatan Pengecrlr;:angan
Kemen Pariwisata; Masyarakat Pengelolaan Kemen Pariwisata;
Lokal dalam oman BUMN:
Pemda Kawasan ’
Pengelolaan we ( d
: Pariwisata Pemda
Lokasi (intersull
Pariwisata S
tourism)

Peningkatan
Pengembangan Kualitas SDM
Kemen Koperasi &UKM; Ekonomi Kreatif Masyarakat T
Kemen Pariwisata; Berbasis pada Lokal /Sekitar Kemn a;r:;tii’dasmen-
Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif; 2 LT Objek Wisata Y '
G

dadang-solihin.blogspot.com
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6. Revolusi Mental

Kemendag, Kemen Industri,

Kemen Pariwisata, Kemen KUKN
Kemen BUMN, Kemen K

Peningkatan
kemandirian

ekonomi & daya
saing bangsa

Kemendagri,

Kemenag,
Kemensos, Pembangunan
Kemenkominfo Peningkatan ez Kemendikbud,
! peran lembaga yang KemRistek & Dikti
Kemenpora, sosial, agama b?(rkl;]aéltas dan emRiste ikti,
> ! .' ebudayaan I arnens
Kemen PP & PA, keluarga,_medla yang memacu g
BKKB publik daya cipta & Pemda

inovasi

BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN

MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN

REVOLUSI MENTAL

Peningkatan

Kemendikbud,
daeri Pengembangan GUNA PENINGKATAN kepatuhan &
Kemendagri, kepribadian & penegakan Kemenkumham,
L KUALITAS MANUSIA DAN hukum dan
Kemensos, peneguhan jati : Polri_Kejagung, KPK
> diri bangsa MASYARAKAT reformasi "Q2stine ’
@ lembaga Pemda
peradilan

Perkuatan

Kemensos, Pemanfaat.an kelembagaan
. Modal Sosial politik &
Kemendikbud, dan Modal reformasi Kemendagri, Kemen PAN & RB,
Budaya birokrasi KPK{ Pemda

pemerintahan

Kemen Desa, Trans, PDT,
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= Kemenhub:;

Pembangunan Daerah Tertinggal

= Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;

» _kemendagri;
Penguatan

Kelembagaan
Pemerintah

Daerah

Kemen Desa, PDT &
Transmigrasi;

Kemendag; Pengembangan
Kementan; Ekonomi Lokal P;g‘:l::ll::ln
Kemen KUKM; Daerah e
KKP; Tertinggal
Kemenperin;

BAPPENAS : KOORDINASI

PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL

Kemen Desa,

PDT & Peningkatan I if
: . Aksesibilitas nsenti

Transmigrasi; Daerah Investasi

Kemen PU & Tertinggal

Pera;

Peningkatan
SDM dan = Kemen Desa, PDT &
Iptek di Transmigrasi;
Daerah

Kemedikdasbud;
Kemenditi & Ristek;

u AAN eS;
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Tertinggal

= Kemen Desa, PDT &

Transmigrasi;

= BKPM;

= Kemen Keuangan;
= Kemendagri;

= Kemenperin;
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